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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 998 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G 

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  Pontianak, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : BRIGITA HERLINDA PUTRI;

Tempat Lahir            : Pontianak;

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 29 Juli 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan  Purnama  Kompleks  Purnama

Permai  C-2  RT.002  RW.006

Kelurahan  Parit  Tokaya,  Kecamatan

Pontianak Selatan;

Agama : Katholik; 

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 242 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 242 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca  Tuntutan  Pidana  Penuntut  Umum pada  Kejaksaan Negeri

Pontianak tanggal 30 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan  Terdakwa  BRIGITA  HERLINDA  PUTRI terbukti  bersalah

melakukan  tindak  pidana  “sumpah  palsu”  sebagaimana  diatur  dan

diancam  pidana  dalam  Pasal  242  ayat  (1)  KUHP  dalam  dakwaan

Primair;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu  terhadap  Terdakwa  BRIGITA

HERLINDA PUTRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan)  bulan,

dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel berkas yang berisi:

a. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/1907/VII/2015/

Kalbar/Resta Pontianak, tanggal 31 Juli 2015;

b. 5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi korban

atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 31 Juli 2015;

c. 5  (lima)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Pemeriksaan  saksi  atas

nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 10 Februari 2016;

d. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi  atas

nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 18 Juni 2016;

e. 3  (tiga)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Pemeriksaan  saksi  atas

nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 11 Agustus 2015;

f. 2  (dua)  lembar  Berita  Acara  Pemeriksaan  saksi  atas  nama

BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 10 Februari 2016;

g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan sumpah atas

nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 11 Agustus 2015;

h. 5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Konfrontir  tanggal 1 April

2016;

i. 2  (dua)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Penyitaan  tanggal  1

Desember 2015;

j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanda terima tanggal 1 Desember

2015;

k. 2  (dua)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Pembungkusan  dan

Penyegelan Barang Bukti tanggal 1 Desember 2015;

l. 1  (satu)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Penyitaan  tanggal  29

Februari 2016;

m. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima tanggal 29 Februari

2016;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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n. 1  (satu)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Pembungkusan  dan

Penyegelan Barang Bukti tanggal 29 Februari 2016;

o. 1 (satu)  buah flasdisk  merk Sandisk  8 GB warna merah hitam

yang  berisikan  rekaman  sumpah  di pengadilan  atas  nama

THERESIA PURWANI YULIANTI; 

- 1  (satu)  lembar  print  Data  Konsolidasi  Berkala  (DKB)  Kementerian

Dalam  Negeri  Semester  II  Tahun  2013  atas  nama THERESIA

PURWANI YULIANTI dan atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI;

- 1 (satu) lembar print draf Kartu Keluarga Nomor 6171012411070032

dengan Kepala Keluarga HERMAN S, S.Si.;

- 1 (satu) lembar print draf Kartu Keluarga Nomor 6171011603170005

dengan Kepala Keluarga JONATHAN GIOVANNI, S.Si., MM.;

- 1 (satu) lembar print biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas

nama BRIGITA  HERLINDA  PUTRI  Nomor KK  6171011603170005

NIK. 6171016907890002;

- 1 (satu) lembar print biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas

nama THERESIA  PURWANI  YULIANTI  Nomor KK

6171012411070032 NIK. 6171016707640007;

- 1  (satu)  lembar  fotocopy  Kutipan  Akta  Perkawinan  JONATHAN

GIOVANNI, S.Si., MM. dengan BRIGITA HERLINDA PUTRI;

- 1  (satu)  lembar  fotocopy  surat  pembabtisan  atas  nama BRIGITA

HERLINDA PUTRI tanggal 25 Oktober 1989;

- 1 (satu)  lembar  fotocopy  surat  pernyataan  yang  dikeluarkan  bulan

November 2015;

- 1  (satu)  lembar  fotocopy  surat  keterangan  (KTP  Sementara)  atas

nama BRIGITA HERLINDA PUTRI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan  Pengadilan  Negeri  Pontianak  Nomor  298/Pid.B/

2018/PN.Ptk tanggal  15  Agustus 2018 yang  amar  lengkapnya sebagai

berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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1. Menyatakan Terdakwa Brigita Herlinda Putri telah terbukti mengucapkan

sumpah/janji dengan tatacara agama yang berbeda dengan agama yang

diyakininya;

2. Menyatakan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan

hukum dan tidak dapat dijatuhi hukuman/pemidanaan;

3. Melepaskan Terdakwa Brigita Herlinda Putri dari segala tuntutan hukum

(Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);

4. Memulihkan harkat, martabat dan kehormatan Terdakwa Brigita Herlinda

Putri dalam kedudukan yang semula;

5. Menetapkan barang barang bukti berupa: 

- 1 (satu) bundel berkas yang berisi:

a. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/1907/VII/2015/

Kalbar/Resta Pontianak, tanggal 31 Juli 2015;

b. 5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi korban

atas nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 31 Juli 2015;

c. 5  (lima)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Pemeriksaan  saksi  atas

nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 10 Februari 2016;

d. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi  atas

nama THERESIA PURWANI YULIANTI tanggal 18 Juni 2016;

e. 3  (tiga)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Pemeriksaan  saksi  atas

nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 11 Agustus 2015;

f. 2  (dua)  lembar  Berita  Acara  Pemeriksaan  saksi  atas  nama

BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 10 Februari 2016;

g. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengambilan sumpah atas

nama BRIGITA HERLINDA PUTRI tanggal 11 Agustus 2015;

h. 5 (lima) lembar fotocopy Berita Acara Konfrontir  tanggal 1 April

2016;

i. 2  (dua)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Penyitaan  tanggal  1

Desember 2015;

j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanda terima tanggal 1 Desember

2015;
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k. 2  (dua)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Pembungkusan  dan

Penyegelan Barang Bukti tanggal 1 Desember 2015;

l. 1  (satu)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Penyitaan  tanggal  29

Februari 2016;

m. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima tanggal 29 Februari

2016;

n. 1  (satu)  lembar  fotocopy  Berita  Acara  Pembungkusan  dan

Penyegelan Barang Bukti tanggal 29 Februari 2016;

o. 1 (satu)  buah flasdisk  merk Sandisk  8 GB warna merah hitam

yang  berisikan  rekaman  sumpah  di pengadilan  atas  nama

THERESIA PURWANI YULIANTI; 

- 1  (satu)  lembar  print  Data  Konsolidasi  Berkala  (DKB)  Kementerian

Dalam  Negeri  Semester  II  Tahun  2013  atas  nama THERESIA

PURWANI YULIANTI dan atas nama BRIGITA HERLINDA PUTRI;

- 1 (satu) lembar print draf Kartu Keluarga Nomor 6171012411070032

dengan Kepala Keluarga HERMAN S, S.Si.;

- 1 (satu) lembar print draf Kartu Keluarga Nomor 6171011603170005

dengan Kepala Keluarga JONATHAN GIOVANNI, S.Si., MM.;

- 1 (satu) lembar print biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas

nama BRIGITA  HERLINDA  PUTRI  Nomor KK  6171011603170005

NIK. 6171016907890002;

- 1 (satu) lembar print biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas

nama THERESIA  PURWANI  YULIANTI  Nomor KK

6171012411070032 NIK. 6171016707640007;

- 1  (satu)  lembar  fotocopy  Kutipan  Akta  Perkawinan  JONATHAN

GIOVANNI, S.Si., MM. dengan BRIGITA HERLINDA PUTRI;

- 1  (satu)  lembar  fotocopy  surat  pembabtisan  atas  nama BRIGITA

HERLINDA PUTRI tanggal 25 Oktober 1989;

- 1 (satu)  lembar  fotocopy  surat  pernyataan  yang  dikeluarkan  bulan

November 2015;

- 1  (satu)  lembar  fotocopy  surat  keterangan  (KTP  Sementara)  atas

nama BRIGITA HERLINDA PUTRI;
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Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

Membaca  Akta  Permohonan  Kasasi  Nomor  26/Akta Pid.Kasasi/

2018/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri  Pontianak,

yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut; 

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2018 dari  Penuntut

Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Pontianak  tersebut  sebagai  Pemohon

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Pontianak  pada

tanggal 12 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah

diucapkan  dengan  hadirnya  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri

Pontianak  pada  tanggal  15  Agustus 2018 dan  Penuntut  Umum  tersebut

mengajukan  permohonan  kasasi  pada  tanggal  29  Agustus 2018 serta

memori  kasasinya  telah  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Pontianak pada tanggal 12 September 2018. Dengan demikian, permohonan

kasasi  beserta  dengan  alasan-alasannya  telah  diajukan  dalam  tenggang

waktu  dan  dengan  cara  menurut  undang-undang,  oleh  karena  itu

permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  67  Juncto.  Pasal  244

KUHAP (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana)  terhadap  putusan

Pengadilan  Negeri  Pontianak  Nomor  298/Pid.B/2018/PN.Ptk tanggal  15

Agustus 2018 tersebut  dapat  diajukan  permohonan  untuk  diperiksa  pada

tingkat kasasi;

Menimbang  bahwa  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon  Kasasi/

Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas

perkara;

Menimbang  bahwa  terhadap  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon

Kasasi/Penuntut  Umum  tersebut,  Mahkamah Agung  berpendapat  sebagai

berikut:
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- Bahwa alasan kasasi  Penuntut  Umum tidak dapat  dibenarkan karena

judex facti tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa  Terdakwa  memberi  keterangan  palsu  di  atas  sumpah  yang

menerangkan  Terdakwa  beragama  Kristen  padahal  yang  sebenarnya

Terdakwa beragama Katholik, hal ini dimaksudkan agar Terdakwa tidak

terbebani saat menjadi saksi pada sidang di Pengadilan Negeri dengan

Terdakwa Angela  Velaria  alias  Ela  sehingga  Hakim memutus  Angela

Velaria  alias  Ela  bersalah  karena  Terdakwa menerangkan  bahwa ibu

Terdakwa  yang  bernama Theresia  Purwani  Yulianti belum  pernah

menerima uang hasil keuntungan investasi padahal sebenarnya sudah

pernah diserahkan/diterima ibu Terdakwa sebesar Rp2.465.000.000,00

(dua miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan perbuatan Terdakwa

saat bersumpah mengakui agamanya Kristen bukan agama yang dianut

sebenarnya  (Katholik)  bukanlah perbuatan  melawan hukum dan tidak

dapat  dipidana  adalah  pertimbangan  yang  tidak  salah  dan  tetap

dipertahankan;

 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata

pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau  undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  tersebut  dinyatakan

ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari  segala tuntutan

hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat

kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  Perubahan  Kedua  dengan  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2009  serta  peraturan  perundang-undangan  lain

yang bersangkutan;
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M E N G A D I L I:

− Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/Penuntut  Umum

pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;

− Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada

tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Senin tanggal 19 November 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis,  Desnayeti  M,  S.H.,  M.H. dan  Sumardijatmo,  S.H.,  M.H.,  Hakim-

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua 

Majelis  yang  dihadiri  Hakim-Hakim  Anggota  serta  Judika  Martine

Hutagalung,  S.H.,  M.H.,  Panitera  Pengganti  dengan  tidak  dihadiri  oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,                                Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.                       Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 998 K/Pid/2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8


